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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas
pelaksanaa program pemerinta yaitu progrma keluarga harapan
(PKH). Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu
melakukan observasi lapangan terhadap penerima manfaat dari
program PKH dengan jumlah sampel sejumlah 55 kepala
keluarga penerima PKH. Lebih lanjut, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah (i) Bagaimana penyaluran PKH dan
Berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima atau
mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH)?; (ii)
Bagaimana penggunaan PKH oleh KK penerima program
tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (i) Penyaluran
dana PKH melibatkan mitra yaitu bank penyalur dan
banyaknya KK yang mendapatkan dana bantuan PKH
sebanyak 519 KK di tahun 2023; (ii) Penggunaan dana
bantuan PKH telah sesuai dengan peruntukkannya. Implikasi
dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi
berkaitan dengan Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH). Adapun keterbaruan dalam penelitian ini
berkaitan dengan implementasi dan penggunaan dana Program
Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia khususnya di Kelurahan
Pekayon Jaya, Bekasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of implementing
the government program, namely the Family Hope Program
(PKH). The method used is qualitative, namely conducting
field observations of beneficiaries of the PKH program with a
sample size of 55 heads of PKH recipient families.
Furthermore, the problem formulations in this study are (i)
How is the distribution of PKH and how many heads of
families (KK) receive or get the Family Hope Program (PKH);
(if) How is the use of PKH by KK recipients of the program.
The results of this study are (i) The distribution of PKH funds
involves partners, namely channeling banks, and the number
of families who get PKH assistance funds is 519 families in
2023; (ii) The use of PKH assistance funds is following its
designation. The implication of this research is to provide
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information and references related to the effectiveness of
implementing the Family Hope Program (PKH) in Pekayon
Jaya Village, South Bekasi District. The novelty in this
research is related to the implementation and use of the
Family Hope Program (PKH) funds in Indonesia, especially in
Pekayon Jaya Village, South Bekasi District, Bekasi City, West
Java Province.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu yang menakutkan di dunia, khususnya di Indonesia,
sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Kepemilikan alat produksi,
produktivitas, dan tingkat pembangunan masyarakat, serta penggunaan program
pembangunan nasional, merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi kemiskinan di
masyarakat. Dengan Kkata lain, kurangnya akses terhadap kepemilikan dan penggunaan faktor-
faktor produksi, serta terbatasnya akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang memadai,
terkait dengan masalah ekonomi struktural (Hasan et al., 2022; Nugroho, 2015; Nugroho et
al., 2020). Kemiskinan yang menimbulkan dampak negatif ke berbagai aspek, diantaranya
pendidikan yang tidak berkualitas, akses kesehatan yang kurang memadai, kurangnya
tabungan dan investasi, kurangnya akses terhadap layanan publik, kurangnya jaminan sosial
dan perlindungan bagi keluarga, serta masalah lainnya yang menyebabkan terjadinya tindakan
kriminal dan kejahatan (Anagnostou et al., 2021; Anshary et al., 2021; Tilak, 2002). Pada
tahun 2022, jumlah penduduk miskin Indonesia terus mengalami perbaikan dan kondisi
tersebut diilustrasikan pada gambar di bawah ini:

Dalam Persentase

10.19

10.14
9.78
9.71
I I )
Bulan Maret Bulan Bulan Maret Bulan Bulan Maret
2020 September 2020 2021 September 2021 2022

Sumber: Annur & Mutia (2022)
Gambar 1. Jumlah Persentase Penduduk Miskin Indonesia
Periode Maret 2020 s.d Maret 2022
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Sesuai pada gambar 1 di atas, maka diketahui jumlah kemiskinan Indonesia sudah
mengalami perbaikan paska pandemi Covid-19 dimana pada bulan Maret 2020 angka
kemiskinan mencapai 9,78% dan menurun sebesar 0,24% pada bulan Maret 2022 menjadi
9,54%.

Lebih lanjut, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan pendapatan masyarakat, sehingga
terjadi ketimpangan partisipasi dalam kegiatan ekonomi (Arafah & Nugroho, 2016; Nugroho
et al., 2017; Rodriguez-Pose & Hardy, 2015). Selain itu, menurut O’Reilly et al. (2017), Kay
(2009), Metanfanuan et al. (2021), dan Vidyaningrum et al. (2023) menyatakan bahwa
mayoritas kemiskinan pada suatu negara dikontribusi oleh kemiskinan yang terdapat di daerah
pedesaan. Penyebab kemiskinan di daerah pedesaan sangat kompleks dan bersifat multi
dimensional, antara lain melibatkan faktor budaya, iklim, gender, pasar dan kebijakan publik.
Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang
terus bertambah, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya berbeda jauh dengan tingkat
kesejahteraan di negara maju (Kuznets, 1955; Nguyen et al., 2022). Oleh karena itu, masalah
kemiskinan ini masih tetap relevan dan penting untuk dikaji dan diupayakan
penanggulangannya, jika tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata serta
terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya ingin dicapai.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
menggunakan berbagai cara untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu cara yang
dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan yang
diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Melihat masalah kemiskinan
tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengadakan Program Keluarga Harapan
(PKH) khususnya di Kota Bekasi hingga saat ini. Dimana, Program Keluarga Harapan (PKH)
merupakan salah satu langkah menuju sistem jaminan sosial, yang didirikan pada tahun 2007
oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan (PKH)
adalah program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga berpenghasilan rendah dan rentan
yang termasuk dalam basis data penanggulangan kemiskinan terpadu, ditangani oleh pusat
data dan informasi kesejahteraan sosial, dan diidentifikasi sebagai keluarga penerima manfaat
PKH. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004
tentang sistem jaminan sosial. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial. Serta, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2018 tentang Program Keluarga Harapan juga menjadi landasan hukum program tersebut.
Program ini menawarkan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersyarat,
sebuah strategi program bantuan sosial yang selama ini telah digunakan oleh banyak negara.
Karakteristik utama dari program bantuan ini adalah bahwa ia membebankan persyaratan
pada perilaku penerima program.

Masalah sosial adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau antara apa yang
sekarang dan apa yang seharusnya. Masalah sosial dilihat oleh orang-orang dalam masyarakat
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sebagai hal yang tidak terduga. Masalah sosial didefinisikan sebagai gangguan moral yang
berkembang dalam hubungan interpersonal dan harapan masyarakat yang diharapkan
masyarakat untuk dipenuhi. Perilaku menyimpang dan kerusakan sosial adalah jenis masalah
sosial umum lainnya. Kemiskinan adalah suatu keadaan sosial ataupun ekonomi untuk
menyediakan kebutuhan dasar seseorang, yang tidak dapat disediakan untuk kelangsungan
hidup lebih lanjut. Pendapatan rendah dapat didefinisikan sebagai kemiskinan ketika
menghalangi orang untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian, dan
tempat tinggal (Nugroho & Chowdhury, 2015; Wodon, 1997). Kelaparan, tunawisma, dan
kurangnya akses ke perawatan kesehatan merupakan tanda-tanda kemiskinan. Orang miskin
biasanya tidak bisa membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak punya pekerjaan, takut
akan masa depan, kehilangan anak karena sakit (Herliansyah et al., 2020; Matoenji et al.,
2021; Tilak, 2002).

Selanjutnya, terdapat fenomena bahwa Bekasi termasuk salah satu kota termiskin atau
merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Propinsi Jawa Barat
(Indra, 2022). Oleh karenanya, sesuai dengan fenomena-fenomena di atas, maka rumusan
masalah pada penilitian ini adalah (i) Bagaimana penyaluran PKH dan Berapa jumlah Kepala
Keluarga (KK) yang menerima atau mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH)?; (ii)
Bagaimana penggunaan PKH oleh KK penerima program tersebut. Berdasarkan rumusan
masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini dalah untuk mengetahui berapa jumlah
Kepala Keluarga (KK) yang menerima atau mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH)
dan mengetahui bagaimana penggunaan PKH oleh Keluarga Penerima Manfaat telah sesuai
dengan tujuan PKH tersebut. Selanjutnya merujuk dari rumusan masalah dan tujuan dari
penelitian ini, maka implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi
berkaitan dengan Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan
Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan. Adapun keterbaruan dalam penelitian ini berkaitan
dengan implementasi dan penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia
khususnya khususnya di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
Propinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Kelurahan Pekayon
Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Sumber data yang
digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini data sekunder yang
didapatkan melalui, laporan internal, buku-buku, artikel, yang diperoleh dari website yang
berhubungan dengan penelitian ini (Napitupulu et al., 2020; Oktris et al., 2022). Lebih lanjut,
untuk melengkapi data sekunder pada penelitian ini adalah melakukan pengambilan data dari
Kependudukan dan Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan
Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa barat. Adapun jumlah sampel yang digunakan
sejumlah 55 Kepala Kelurga (KK) penerima PKH. Selain itu, pembahasan pada penelitian
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bertujuan untuk menjawab rumusan pada penelitian yang mencakup (i) Bagaimana
penyaluran PKH dan Berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima atau mendapatkan
Program Keluarga Harapan (PKH)?; (ii) Bagaimana penggunaan PKH oleh KK penerima
program tersebut?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyaluran dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menerima Program
Keluarga Harapan (PKH)

Kriteria penerima PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu
syarat penerima PKH, adapun persyaratan tersebut sebagai berikut:

= Memiliki komponen kesehatan, yaitu keluarga yang memiliki anak usia 0 sampai dengan
6 tahun, baik penyandang disabilitas ringan maupun berat, serta ibu hamil atau menyusui
yang telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) tergolong miskin dan rentan miskin.

= Memiliki komponen pendidikan yaitu terdiri dari penduduk miskin dan rentan miskin
yang memiliki anak berusia antara 6 sampai 21 tahun yang bersekolah di program
sederajat SD/MI, sederajat SMP/MTs, dan SMA/MA sederajat, serta penyandang
disabilitas ringan hingga sedang yang memiliki terdaftar dalam Basis Data Terpadu
(BDT).

Peserta PKH menerima bantuan ini setiap tiga bulan atau setiap empat tahap selama
setahun. Bantuan PKH ini diberikan kepada Ibu atau perempuan dewasa (nenek, tante atau
kakak perempuan) dan orang-orang ini disebut sebagai Pengurus Keluarga. Dengan
pengecualian larangan tersebut di atas, diperbolehkan dalam beberapa keadaan, seperti tidak
terdapat perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh Kepala Keluarga
(Bapak atau Ayah). Selanjutnya, pemberian bantuan PKH dikirim ke rekening penerima yang
telah yang didaftarkan sebelumnya. Untuk mencairkan PKH tersebut maka bisa langsung ke
ATM atau Bank Penyalur menggunakan Kartu KKS (merah putih) sebagai pengganti kartu
ATM. Bank umum milik negara yang bekerja sama dengan pihak-pihak PKH sebagai mitra
untuk membuat rekening penerima dan menampung uang belanja bantuan PKH sebelum
mendistribusikan uang ke Keluarga Penerima Manfaat disebut sebagai "Bank Penyalur".

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan sejak tahun 2012. Kelurahan Pekayon
Jaya merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Bekasi Selatan, dimana pada
tahun 2022 memiliki 58.145 penduduk yang terdiri dari 28.771 penduduk Laki-laki dan
29.374 penduduk Perempuan, serta jumlah KK di Kelurahan Pekayon Jaya berjumlah 18.049
KK. Berdasarkan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS),
setelah dilakukan verifikasi dan validasi, pada tahun 2023 di Kelurahan Pekayon Jaya
terdapat 519 KK yang menerima bantuan PKH.
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Penggunaan Dana PKH oleh Keluarga Penerima

Besaran bantuan tunai untuk penerima manfaat PKH bervariasi tergantung pada berapa
banyak anggota keluarga yang diikutsertakan dalam mendapatkan bantuan, termasuk
komponen kesehatan dan pendidikan. Pada penyaluran bantuan setiap tahapnya dibagi
menjadi tujuh kategori penerima, yang dapat dilihat pada tabel Berikut ini:

Tabel 1. Skema Bantuan Per tahap Penyaluran PKH

No Kategori Jumlah Dana
Per 3 Bulan Total Setahun
1 | Ibu Hamil 600,000 2,400,000
2 | Anak Usia Dini 600,000 2,400,000
3 | Anak SD 225,000 900,000
4 | Anak SMP 375,000 1,500,000
5 | Anak SMA 500,000 2,000,000
6 | Lanjut Usia 600,000 2,400,000
7 | Penyandang Disabilitas 600,000 2,400,000

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia (2019)

Sesuai dengan tabel 1 di atas, maka setiap kategori akan mendapatkan jumlah dana yang
berbeda dan penyaluran dana PKH tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun.
Dengan demikian, dalam setahun terdapat empat kali tahapan penyaluran dana PKH tersebut.
Jika mereka memenuhi kewajiban dan memenuhi persyaratan kepesertaan, semua keluarga
berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH)
berhak menerima bantuan keuangan. Selain itu, karena tidak ada sanksi tegas bagi peserta
yang menyalahgunakan bantuan tersebut, diyakini bahwa peserta PKH hanya akan
menggunakannya untuk tujuan komponen. Oleh karena itu, agar bantuan dapat digunakan
secara efektif, diperlukan partisipasi dan kerja sama dari para peserta dan pendamping.

Pada penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada 55 responden yaitu
Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Pekayon Jaya dengan klasifikasi rentang usia antara
25 tahun sampai dengan >50 tahun. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan terkait dengan
kesesuaiaan penggunaan dana PKH penggunaannya sudah sesuai dengan komponen yang
ditetapkan oleh Pemerintah, yakni untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan
kesejahteraan sosial (kebutuhan pokok). Adapun sebagian kecil dari hasil penelitian,
responden menggunakan dana tersebut untuk membayar hutang. Hal ini dapat dilihat pada
gambar di bawabh ini:
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= Membeli Kebutuhan Pokok = Biaya Kesehatan

= Biaya Pendidikan = Membayar Hutang

Gambar 2. Penggunaan Dana PKH oleh Para Penerima

Sesuai dengan gambar 2 di atas, maka diketahui bahwa mayoritas penggunaan dari dana
PKH adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu untuk membeli kebutuhan
pokok seperti untuk membeli makanan sebanyak 53% atau sejumlah 29 KK dari 55 KK.
Selain dana PKH digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, dana tersebut juga digunakan
untuk biaya pendidikan sebesar 23,64% atau sejumlah 13 KK. Lebih lanjut, terdapat 12% atau
12 KK menggunakan dana tersebut untuk keperluan kesehatan. Namun demikian, terdapat 2%
atau 1 KK yang menggunakan dana PKH tersebut untuk membayar hutang dengan alasan
turunnya dana PKH tidak setiap bulan sehingga mereka harus menutupi biaya kebutuhan
sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang notabene masih minus melalui hutang.
Dengan demikian, mayoritas yang nota bene 98% atau 54 KK telah menggunakan dana PKH
sesuai dengan pertuntukkannya, yaitu untuk membenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan
dan kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal yang
berkaitan dengan implementasi Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

» Penyaluran dana PKH melibatkan mitra yaitu bank penyalur dan banyaknya KK yang
mendapatkan dana bantuan PKH pada Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebanyak 519 KK di tahun 2023;

= Penggunaan dana bantuan PKH telah sesuai dengan peruntukkannya.
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